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ABSTRAK

Penerapan otonomi daerah yang diamanatkan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengharuskan fungsi-fungsi otonomi dan perangkat
daerahdiberikan kewenangan dan hak-hak yang sesuai. perangkat daerah mulai
dari Gubernur, Bupati;,, Walikota, dan Camat.berperan penting dalam
pelaksanaan otonemi daerah-karena mereka«ini yang bersentuhan langsung
dengan rakyat vyang -ada di daerah. Namun. peranan ..camat dalam
penyelenggaraan otonomi daerah kurang mendapat perhatian dari penentu
kebijakan di pemerintah pusat, karena mau tidak mau harus diakui bahwa camat
merupakan perangkat daerah- yang' posisinya .sangat dekat dengan rakyat.
Sehingga pelayanan _masyarakat . dapat. berjalans dengan optimal dengan
berpegang teguh pada” asas-asas umum pemerintahan. yang laik. Sehingga
peranan camat merupakan hulu dari pelayanan masyarakat yang mencerminkan
negara kesejahteraan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang
bagaimana peranan Camat, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak-haknya
dan masyarakat juga mengetahui hal-hal apa saja yang telah dan akan
dilaksanakan oleh pemimpinnya di kecamatan. Hal ini penting agar tidak ada
kesalahpahaman antara pemimpin dan yang dipimpin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian di
lapangan dan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan. Data yang digunakan bersumber dari data hasil evaluasi  Kinerja,
program kerja kecamatan, daniwawancara langsung dengan Kepala CamatBathin
Solapan yang menjadi fokus utamadi bidang sarana dan prasarana.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar tugas-tugas camat dapat
dilaksanakan dengan cukup baik, terutama di bidang sarana dan prasarana.
Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala yaitu banyaknya kegiatan atau
yang dianggap tugas camat yang tidak diatur dalam rincian tugas camat yang
jika camat tidak menjalankannya maka seperti ada beban moral yang dipikul.
Benturan kepentingan antar instansi.pemerintahan yang ada di kecamatan Bathin
Solapan. Sehingga perlu diatur~lebih lanjut mengenai rincian tugas yang
mengakomodasi masalah bersosial camat.

Kata Kunci: peranan, camat, pemeliharaan, sarana dan prasarana



ABSTRACT

The implementation of regional autonomy as mandated by the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia requires that autonomous functions and
regional apparatuses.bengiven the appropriate authority and rights. Regional
apparatus starting from the Governor, Regent, Mayor, and Camat play an
important role in the.implementation of regional autonomy because they are in
direct contact with the people in the region. However, the role of the sub-district
head in implementing regional autonomy has received less attention from policy
makers in the central government, because.inevitably it must be acknowledged
that the sub-district head is a regional apparatus Whose position is very close to
the people. So that public services can run optimally by adhering to the general
principles of proper governance. So that the role of the sub-district head is the
upstream of community services that reflect the welfare state.

This study aims to explain to the community about the role of the Camat,
so that the community can know their rights and the community also knows what
things have been and will be carried out by their leaders in the sub-district. This is
important so that there is no misunderstanding between the leader and the led.

The method used in this research is to canduct research in the field and
compare it with the relevant laws and regulations. The data used is sourced from
data from performance evaluations, sub-district work programs, and direct
interviews with the Head of the Bathin Solapan sub-district, which is the main
focus in the field of facilities-and. infrastructure:

The result of this research is that most of the tasks of the sub-district head
can be carried out quite well, especially in the field of facilities and infrastructure.
However, there are several things that become obstacles, namely the number of
activities or what are considered the duties of the sub-district head which are not
regulated in the details ‘of the camat's duties. Conflicts of interest between
government agencies in Bathin Selapan sub-distriet. So it is necessary to arrange
further details of tasks that-acecommodate the soctal problems of the sub-district
head.

Keywords: role, sub-district head, maintenance, facilities and infrastructure
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PENDAHULUAN

yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil
adalah sumber-sumber hukum yang memilki bentuk-bentuk (formal) tersendiri
yang secara yuridis telah diketahui/berlaku umum. Sedangkan sumber hukum
materiil adalah sumber-sumber yang melahirkan isi (materiil) suatu hukum

sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung (Shalihah, 2017, p. 150).
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Hukum adalah ciptaan manusia untuk mengatur bahkan melindungi hak-
hak kehidupan manusia. menurut prof. Syafrinaldi, masyarakat membutuhkan

hukum karena hukum dapat melindungi dalam bidang dan profesinya, apabila

Indonesia

Tahun 1 mengurus
sendiri urusar ahan m gas pembantuan.
Pemberian mempercepat
terwujudnyze pelayanan,
pemberdaya otonomi luas,
daerah diha M: : enga emperhatikan

prinsip demokra merataa dil3 1ewa 2khususan serta
potensi dan 2 ra_kesatuan Republik

Indonesia.

perbuatan baik yang dilakukan penguasa maupun masyarakat haruslah
mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum
tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara itu
memerintah apabila negara itu netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua
golongan masyarakat, dan mengabdi pada kepentingan umum (Arifin Bur dan

Wira Atma, 2017, p. 405).



Pemerintah  daerah/lokal yang dikenal sekarang berasal dari
perkembangan praktikpemerintahan di Eropa pada abad ke-11 dan 12. Pada saat
itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat dasar yang secara alamiah
membentuk suatu-lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan wilayah
tersebut -merupakan suatu komunitas swakelola dari sekolompok penduduk.
Satuan-satuan. wilayah tersebut!Tdiberic /nama municipal (kota), country
(kabupaten), commune/gementee (desa). Mungkin fenomena tersebut mirip
dengan satuan komunitas asli penduduk indonesia yang disebut dengan desa
(Jawa), nagari (sumatera barat), huta (sumatera utara), marga (sumatera selatan),
gampong (aceh), kampung (kalimantan timur), dan lain-lain. Satuan komunitas
tersebut merupakan entitas kolektif yang didasarkan pada.hubungan saling
menganal dan saling membantu dalam ikatan geneologis maupun teritorial.
Satuan komunitas ini membentuk kesatuanmasyarakat hukum yang pada asalnya
bersifat komunal (Nurcholis, 2005, p. 1).

Pada mulanya satuan-satuan komunitas tersebut terbentuk atas kebutuhan
anggotanya sendiri.” Untuk ~mempertahankan eksistensi dan kelangsungan
hidupnya mereka membuat lembaga yang.diperlukan. Lembaga yang dibentuk
mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan.
Dengan demikian, lembaga yang terbentuk sangat beragam, tergantung pada
pola-model tertentu berdasarkan adat- istiadat komunitas yang bersangkutan.

Dalam perkembangan berikutnya satuan-satuan komunitas tersebut
dimasukan kedalam sistem administrasi negara-negara dari suatu negara yang

berdaulat. Untuk kepentingan administratif, satuan-satuan komunitas tersebut



lalu ditentukan ketegori-kategorinya, batas-batas geografisnya, kewenangannya,
dan bentuk lembaganya. Melalui keputusan politik, satuan komunitas tersebut
lalu dibentuk menjadi unit organisasi formal dalam sistem administrasi negara
pada tingkat lokal.Sesuat dengan.kepentingan-politik negara.yang bersangkutan,
organisasi pemerintahan lokal dipilih menjadi dua: satuan organisasi. perantara
dan satuan organisasi dasar. Misal di Perancis; satuan organisasi perantara adalah
departement dan satuan dasarnya adalah commune. Di Indonesia, satuan
organisasi perantara adalah provinsi dan satuan organisasi dasarnya adalah kota,
kabupaten, dan desa, yang masing-masing memiliki sifat eksekutif.

Ada berbagai macam pendekatan untuk menjawab apa itu desa. Cara-
cara pendekatan yang lazim digunakan orang adalah cara pendekatan sosio-
kultural dan administrasi negara atau ketatanegaraan (Taliziduhu, 1984, p. 3).
Sehingga ilmu yang berkaitan dengan pendekatan desa adalah ilmu
ketatanegaraan dan sosio-kultural. Desa juga erat kaitannya dengan adat istiadat,
sehingga setiap desa menghasilkan adat istiadat tersendiri yang berbeda antara
desa yang satu dengan desa yang lainnya. Sifat dasar manusia adalah hidup
berkelompok dan berkomunikasi satu dengan.yang lain.

Setiap kelompok terbentuk oleh adanya suatu faktor pengikat yang diakui
dan diataati bersama, melebihi faktor- faktor lain yang bersifat membeda-
bedakan satu anggota kelompok dengan yang lainnya. Faktor pengikat ada
bermacam-macam. Salah satunya adalah adat. Istilah adat datang daribahasa arab
yaitu ‘adah yang berarti kebiasaan. Arti kebiasaan ini kemudian berkembang

menjadi -semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia di semua lapangan hidup,



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

jadi juga semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun juga, menurut

mana orang Indonesia biasa bertingkah laku.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan

E UL

melalui usul daerah

terhadap

Berdasarkan

2.0\ 1 GY

sebelum me

dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai seorang perangkat daerah, Camat mempunyai tugas dan kewenangan
berdasarkan pelimpahan tugas dari walikota dalam menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan urusan pemerintahan umum lainnya.

Pemerintah daerah berwenang dalam mengurus serta mengatur urusan

pemerintah yang didasari asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya



pemberian otonomi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kedamaian
masyarakat dalam perkembangan reparasi, pemberdayaan, serta peran masyarakat.

Otonomi daerah yang diberikan diharapkan dapat mempersingkat dan
mempercepat tercapal dan.terwujudnya..kesejahteraan. masyarakat yang
berdasarkan kepada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, serta
pemberdayaan masyarakat. . .Otonomi |daerah . yang diberikan guna untuk
memberikan suatu peningkatan kepada daya saing dengan menjunjung tinggi
prinsip dan sikap menghormati demokrasi, keadilan, pemerataan, dan potensi-
potensi yang dimiliki dari keberagaman daerah. Melalui otonomi daerah tersebut
pemerintah diberikan keleluasaan dalam melakukan pemberdayaan dan juga
diberikan tanggung jawab yang lebih dari sebelumnya .perihal mengenai
peningkatan laju pembangunan daerah (Alwein, 2018, p. 7).

Daerah 'Kabupaten ataupun daerah kotay dibentuklah” Kecamatan yang
berfungsi sebagai bagian dari daerah yang memiliki sifat kewilayahan yang
berguna untuk dapat terlaksananya fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan
yang memiliki sifat sederhana dan juga memiliki intensitas yang tergolong tinggi.
Kecamatan merupakan sebuah wilayah kerja.bagi seorang camat sebagai seorang
perangkat daerah kabupaten atau kota sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1
angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Sebagai sebuah perangkat daerah kabupaten atau kota, kecamatan bertugas
untuk melaksanakan teknis kewilayahan yang memiliki wilayah kerja dan
pemimpin. Seorang camat yang mempunyai kedudukan dibawah dan mengemban

tanggung jawab penuh terhadap seorang bupati atau walikota melalui seorang



sekretaris daerah. Ketentuan ini berdasarkan pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Segala bentuk permasalahan dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan yang termasuk kedalam teritorial wilayah
kerja dari seorang.camat yaitu kecamatan, secara otomatis akan menjadi tanggung
jawab penuh seorang camat untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan yang
ada (Peraturan Pemerintah Nomaor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan).

Pemerintah pasti memiliki suatu unit pemerintahan yang memiliki tugas
dan juga kewajiban untuk dapat menyelenggarakan sebuah pelayanan baik dalam
bentuk pelayanan langsung dan juga bisa berupa pelayanan tidak langsung yang
ditujukan kepada masyarakat yaitu Kecamatan. Indonesia merupakan sebuah
negara yang memiliki sub sistem dalam pemerintahannya, salah satunya adalah
Kecamatan.

Kecamatan memiliki-peran fungsional selain itu Kecamatan juga memiliki
kedudukan yang  strategis dalam hal melaksanakan sebuah pemerintahan,
melaksanakan  pelayanan,  melaksanakan  administrasi  pemerintahan,
melaksanakan pembangunan serta kemasyarakatan.. Dalam melakukan kegiatan
pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat, tentu saja akan menemukan dan
juga menghadapi dinamika-dinamika dan juga permasalahan yang terjadi ditengah
kehidupan masyarakat (Ismail, 2018, p. 2).

Pelayanan itu bersifat jasa dan inti kesuksesan pada suatu upaya atau
berbagai pelaksanaan. Manfaatnya akan berdampak lebih meningkat serta akan
dapat menentukan berbagai kinerja masyarakat yang terdapat kompetisi usaha

dalam mengambil pasar dan pelanggan. Begitu pula di bidang pemerintahan,
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beberapa aspek untuk dapat mencapai tujuan semua pihak belum dapat terpenuhi

sehingga dibutuhkan sistem manajemen untuk penyelenggaraan pelayanan umum.

Fenomena yang penulis temui di Kecamatan Bathin Solapan bahwa pada

2.

di Kecamatan Bathin Solapan?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk  mengetahui  bagaimanakah  peran  camat  dalam
mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan

umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
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b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat peran

camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana

pelayanan umum di Kecamatan Bathin Solapan.

i, publik di

awasan terhadap

administrasi

atau para ahli

dalam bidang

(Bevoegheid) yang dimaksud dengan sebagai sesuatu yang berkuasa atau suatu
kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang tergolong formal, hal ini,
disebabkan karena kekuasaan tersebut dilimpahkan dan diberikan oleh undang —
undang yang berlaku dengan tujuan agar dapat terlaksananya suatu hubungan

keterikatan berupa hubungan dengan tindakan hukum. Wewenang juga
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merupakan suatu pelimpahan yang dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif kepada
kekuasaan administrasi (Marbun,1997. p.154).

Wewenang memiliki peranan penting, terkhusus dalam ilmu hukum

e "‘ g dibutuhkan

(Marbun,

perbuatan,

2 BUE

pemerintah

wan Ay

(/
&
<.

3

=

[

=

QD

>

o

D

=

[

>

o

QD

>

<@

dengan ke

Wanaa

perundang — L

merupakan sebuah bentuk kekuasaan formal, yaitu hasil dari pelimpahan oleh
peraturan perundang-undangan, sedangkan wewenang merupakan bagian
tertentudari kewenangan karena menurut beliau dalam sebuah kewenangan
terkandung  wewenang atau yang biasa dikenal dengan istilah

Rechtsvoegdheden(Ateng, 2000, p. 22).
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Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seorang camat

mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan

desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai pimpinan harus

berhubungan dengan tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, asal usul, dan juga
permasalahan mengenai umur serta ciri-ciri dan juga karakterisitik dari daerah
atau banyaknya sebuah desa, banyak sebuah kelurahan yang termasuk kedalam
lingkungan kerja dari Kecamatan tersebut (Ismail, 2018, p. 2).

A. Standar Pelayanan

Standar pelayanan yang dimaksud antara lain :
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a) Jenis pelayanan,

b) Persyaratan pelayanan,

c) Proses atau prosedur pelayanan,

2 S hE

e
=

@
S
@
Q
D
wn
x
QD
=
o
QD
>
s
S

strategis ini, dengan ini camat harus lebih aktif lagi didalam mengoptimalisasikan
tugasnya terhadap pelayanan publik. Camat juga diharapkan bisa melakukan
inovasi-inovasi supaya bisa memaksimalkan tugasnya nya didalam melakukan
pelayanan terhadap masyarakat, maka dari in dapat diartikan sebagai tujuan untuk

memaksimalkan pelayanan terhadap masyarkat.
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Pemerintah daerah ditingkat Kecamatan yang bertugas menyediakan
Pelayanan Publik untuk masyarakat bersifat operasional, pelayanan yang
diberikan sesuai dengan peraturan daerah mengenai tata laksana kebijakan
pelayanan administrasi terpadu. Kecamatan.Pelayanan -administrasi terpadu
Kecamatan adalah Pelayanan Publik yang berada ditingkat Kecamatan dengan
tahapan proseduralnya dari tahap-permohonanisampai ke tahap terbitnya dokumen
dalam satu tempat. Ruang lingkup pelayanan administrasi terpadu Kecamatan
adalah dibidang perizinan serta pelayanan bidang non-perizinan. Pelaksanaan ini
bertujuan agar menciptakan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan
menjadi simpul pelayanan bagi badan pelayanan terpadu di tingkat Kabupaten
atau Kota.

Banyak dari kalangan para ahli yang sudah mempelajari, memahami, dan
juga mendalami mengenai~ilmu tentang Kecamatan di Indonesia. para ahli
tersebut bukan hanya berasal dari dalam negeri, juga banyak para ahli yang
berasal dari luar negeri meskipun jika dijumlahkan masih tergolong relatif sedikit
dan terbatas. Beberapa contoh studi yang terkenal yang dilakukan oleh para ahli
yang berasal dari Luar Negeri salah 'satunya adalah studi yang dilakukan oleh
D.D. Fagg pada tahun 1958 yang membahas mengenai seorang camat dengan
kantor tempatnya bekerja, selain itu juga ada studi yang telah dilakukan oleh Nico
Scohlte Nordholt pada tahun 1987 yang membahas mengenai organisasi-
organisasi dalam pemerintahan kecamatan yang memfokuskan kepada hubungan
yang terjalin diantara seorang camat dengan seorang lurah dan juga banyak

kajian-kajian dan juga penelitian yang telah dilakukan dengan mengangkat topik

13



dan juga pembahasan mengenai kecamatan ataupun membahas mengenai peran
seorang camat (Ismail, 2018, p. 2).

Jabatan yang diemban seorang Camat dan Kecamatan adalah suatu
perangkat daerah.yang memiliki.ciri khas berbeda dan memiliki karakteristik yang
berbeda dengan organisasi pemerintah daerah lain. Jabatan tersebut mempunyai
tugas untuk menjadi pemimpin=sebuah unit; pemerintahan yang melaksanakan
segala macam urusan yang berhubungan dengan pemerintahan yang juga bersifat
multi sektoral, dan turut serta menyelenggarakan berbagai macam tugas
kewilayahan atau teritorial yang termasuk kedalam wilayah kerja dari seorang
camat tersebut (Sadu, 2009, p. 11).

Seorang Camat dituntut memiliki kemampuan dan juga Skill sebagali
seorang pejabat yang Generalis dan juga menjadi seorang yang Spesialis. Seorang
pejabat yang Generalis yang penulis maksudkan disini ~adalah dikarenakan
seorang camat akan melaksanakan dan juga menyelesaikan berbagai macam
urusan pemerintahan yang meliputi dan juga termasuk kedalam semua bidang
urusan pemerintahan dengan catatan telah menerima pelimpahan kewenangan
yang diberikan oleh seorang pejabat Bupati atau seorang pejabat Walikota,
sedangkan yang dimaksudkan dengan kemampuan dan juga Skill Spesialis
dikarenakan segala macam bidang urusan pemerintahan yang akan diterimanya
membutuhkan suatu bentuk penguasaan dalam hal proses pembinaan suatu
wilayah kerja yang penuh dengan berbagai macam dinamika, permasalahan yang

luas dan juga bersifat kompleks (Sadu, 2009, p. 11).
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Seorang pemimpin diharapkan dapat melakukan perkembangan terhadap
cara pemerintah yang bersifat aktif supaya dapat memberikan motivasi agar
terlaksananya kegiatan kerjasama bersama dengan masyarakat. Peran seorang
pemimpin adalah«sebagai administrator aktif yang diberikan kebebasan dan
keleluasaan untuk berperan Kreatif, inovatif dalam memberikan arahan kepada
masyarakat dengan cara penyuluhan; seminar, musyawarah sehingga diharapkan
dapat mempererat dan membangun hubungan kepercayaan publik antara
masyarakat dan pemerintah saling memiliki keterikatan yang terhubung satu sama
lain (Hamdi, 2014, p. 26).

Dalam sebuah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkhusus
desa dan atau kecamatan yang menjadi hal ‘terpenting yaitu mengenai
permasalahan koordinasi. Sumber daya manusia yang bertugas sebagai aparatur
pemerintahan kecamatan dan desa harus memiliki kesiapan-dan juga kesigapan
agar dapat tercapai dan juga terlaksananya koordinasi yang baik dan benar.
Kondisi ini juga ~merupakan suatu bentuk pencerminan dari tuntutan
profesionalisme seorang aparatur pemerintah yang mempunyai kemampuan dalam
hal penyelesaiaan dan juga pelaksanaan tugas.

Kualitas kerja yang memiliki komitmen, dan juga memiliki dedikasi yang
ditujukan kepada kepentingan masyarakat sebagai pihak-pihak yang harus
mendapatkan perlayanan oleh pemerintah daerah, kepentingan publik adalah
sesuatu yang sentral, sehingga menjadikan administrator publik yang bersifat
profesional dan juga bersifat proaktif atau seorang administrator publik yang

berupaya untuk terus melakukan peningkatan dan tanggung jawabnya dan juga
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berupaya untuk melakukan peningkatan kepada aktualisasi diri (Sadu, 2009, p.

12).

Pada Peraturan Pemerintah “Nomor 19 Pasal 15 Ayat (1) Tahun 2008”

kegiatan sebagai berikut :
a. Dalam perencanaan pembangunan pada lingkup Kecamatan dibutuhkan
dorongan partisipasi masyarakat untuk dapat terjun langsung pada forum
musyawarah untuk strategi pembangunan pada Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

16
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b. Membina serta mengawasi semua aspek kegiatan Swasta maupun

Pemerintah yang memiliki strategi kinerja serta berbagai pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan

dimaksudkan  disini
dengan pemberdayaan yang berguna untuk meningkatkan kinerja dari masyarakat.
Sebagai tingkat pemerintahan yang memiliki peranan dan tanggung jawab penting
dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan, maka
seorang Camat menjadi seseorang yang berada pada garis paling depan dalam

melaksanakan perintah tugas baik yang berupa tugas umum pemerintahan, juga
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tugas otonomi yang telah dilimpahkan oleh seorang Bupati atau Walikota untuk
diterapkan dan juga diimplementasikan kepada wilayah.

Menurut Moenir, la mengatakan bahwa segala jenis peralatan,

pekerjaaan atat Seme pembantu atau

juga perala an kedua a q ewujudkan suatu

berhubungan da ak dapat dipis: E ) elayanan umum
juga 3 o a P gkatan dalam

pelaksanaan - uh-sungguh karena

2. Kurangnya alat bantu dari aspek kualitatif ataupun kuantitatif serta
kurangnya kemajuan teknologi yang seharusnya sangat berperan dalam
meningkatkan kinerja.

3. Kurangnya fasilitas pelayanan umum seperti ruang tunggu, serta tempat

parkir kendaraan.
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Peran aktif masyarakat dalam antusiasme pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat tersebut juga sangat diperlukan untuk mengimbangi

dan membantu peran seorang camat dalam pelaksaaan perencanaan pemberdayaan

melaksanakan
dapat bersatu
ang melibatkan
individu da m-Sebuah organisasi
atau dalam ogram kegiatan

a sesuai dengan

bebrapa penjelasan dari batasan judul ini, yaitu:
Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan
hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu
peranan.

Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau

kota.
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Koordinasi adalah suatu tindakan pengaturan elemen-elemen yang sangat

kompleks agar semuanya bisa terintegrasi dan bisa bekerjasama secara efektif dan

harmonis.

Pemeliharaan ad ak S ‘ erbaiki fasilitas yang
!k\\‘ '0. )
; i 3 ﬂ apai makna
" 4

Penelitian yang penulis lakukan mempergunakan jenis yaitu berupa
penelitian observational research atau dengan cara survey. Penelitian ini
dilaksanakan dengan melakukan peninjauan ke tempat yang dijadikan lokasi
penelitian.(Syafrinaldi, 2013: 14) kemudian penulis juga menggunakan sifat
penelitian yaitu bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang

diteliti dilapangan.

20



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

2. Data dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan

atas dua jenis data yaitu :

gkat Daerah.

secara tertulis

Populasi ialah seluruh objek yang akan diteliti yang memiliki jenis yang
sama (Bambang, 2005, p. 118). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat
Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Untuk mempermudah peneliti
dalam menemukan penelitian, peneliti memasukkan beberapa sampel. Sampel
merupakan populasi yang memiliki kriteria tertentu yang menjadi perwakilan dari

keseluruhan objek penelitian. Metode Purpose Sampling adalah teknik yang

21



N ueeyesndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

digunakan dalam pengambilan sampel.

Metode ini adalah metode yang

mengambil sampel berasal dari populasi yang sudah disepakati terlebih dahulu

melalui ukuran tertentu dan jenis tertentu (Zulherman, 2011, p.12). Berikut ini

(/

.F#

Bengkalis

Jumlah

61.936 Orang

12 Orang

Sumber : Data Lapangan, 2021.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam membahas permasalahan yang akan diteliti,

penulis telah

mempersiapkan alat yang digunakan sebagai panduan penyelesaiannya, yaitu

berupa:
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1. Wawancara
lalah suatu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara

bertatap muka secara langsung diantara penulis dengan Camat Bathin Solapan

jawaban atau

Ak

akukan dengan

cara kemudian

ALY

Metode penarikan kesimpulan akhir secara induktif yaitu dari hal yang
khusus ke umum. Yang termasuk dalam kesimpulan yang khusus adalah
didasarkan kepada pemeliharaan sarana dan prasarana di kecamatan Bathin
Solapan sedangkan dalam kesimpulan secara umum adalah peraturan perundang-
undangan serta peraturan daerah yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti

melakukan dalam penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian.
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TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN
1.

' punyai arti
pemain sa miliki oleh orang
yang ber ) ) : digunakan dalam
lingkungan  pekerja : Se ) isi  sebuah
posisi, diharapk apa _’ ‘. - ';_ . s an apa yang
diharapkan ekerjaan tersebut. Hara e seseorang dalam
posisinya, dapa akan : | 1 ;ﬂ n harapan dari
orang yang

menunjuk kepada
beberapa set peri ang didefinisikan dan
diharapkan secara no am situasi sosial tertentu.
Peran didasarkan pada presk an yang menerangkan apa yang

individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan
mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran tersebut (Andarmoyo,
2012). Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain
terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.

Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar

dan bersifat stabil (Fadli dalam Kozier Barbara, 2008). Peran adalah ketika
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seseorang memasuki lingkungan masyarakat, baik dalam skala kecil (keluarga)
maupun skala besar (masyarakat luas), setiap orang dituntut untuk belajar mengisi

peran tertentu. Peran sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek, yaitu belajar

diharapkan Jalar 1S didalam organisasi
mempunyai  pe etiap kerjaa 2 arapan bagaimana
penanggung pe perperilaku. : : 'h 3 diartikan sebagai

seperangkat pe a rapkan di , g ) sesuai dengan

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam organisasi

2. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang didapat dilakukan oleh

individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Setiap individu memiliki perilaku pada posisi sosial yang berbeda dalam

masyarakat atau yang disebut dengan peran seperti yang diungkapkan Friedman
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dalam (soekanto 2014:145) pengertian peran adalah serangkaian perilaku yang

diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara

formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan

untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga
keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan
yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atibut kepribadian
anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang
efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.

2. Aspek-Aspek Peranan
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a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi
seseorang dalam masyarakat.

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh

‘d m menunj
ala jang

o

i h

ai hubungan 2 (dua)

c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.
Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau
kelompok yang dalam hal ini adalah dinas perhubungan, menjalankan peranan
sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dinas perhubungan

dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-
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peraturan yang membimbing dinas perhubungan dalam proses pembangunan

masyarakatnya, dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa undang

undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan norma sosial yang

mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh

masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan
arti kepentingan kepentingan pribadi yang terlalu banyak;

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya,

belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang
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seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa
membatasi peluang peluang tersebut.

Biddle dan Thomas Dalam Soekanto (2002: 244), membagiperistilahan

a.

b.

C.

d.
ari pada teori
peran, yang dimana akan r j c -H :.' o i st maslahan yang
diangkat  ole eneliti. M a : adala dari  sebuah
pertanggungjawa atas hz a mencapai sebuah

tujuan.

an dengan posisi
dalam pergaulan an unsur statis yang
menunjukan tempat bih banyak menunjukan
pada fungsi, penyesuain di oses jadi, seseorang menduduki

suatu posisi dalam organisasi serta menjalankan suatu peran. Untuk melaksanakan
peran tersebut seseorang harus bisa melakukan suatu koordinasi dengan orang lain
untuk bisa mendapatkan yang baik dan tujuan yang ingin dicapai. untuk dapat
memahami tentang koordinasi maka dibawah ini akan dijelakan tentang

koordinasi.

29



Koordinasi harus direncanakan, dikembangkan, dipelihara, dan
dikembangkan secara terus menerus oleh pihak pimpinan, dan diperlukan secara
mutlak dalam kegiatan bersama atau yang mempunyai hubungan manfaat bagi
banyak orang sehingga tercapai.tujuan organisasi khususnya dalam memajukan
kesejahteraan umum dapat dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Hani Handeko: T/(2003:196) koordinasi adalah sebuah proses
saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Proses
yang harus dijalani agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar ataupun
jika ada masalah tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya.

Koordinasi menurut Malayu S.P (2003:85) koordinasi adalah kegiatan
mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen
(6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Koordinasi sepertiryang di kemukakan eleh Anomin yang dikutip oleh
Husain Usman (2006:362) mendefiniskan koordinasi ialah suatu sistem dan
proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian dan kesederhanaan
berbagai kegiatan “inter dan antar institusi-institusi dimasyarakat melalui
komunikasi dan dialog-dialog antar " berbagai individu dengan menggunakan
sistem informasi manajemen dan teknologi informasi.

Koordinasi itu mutlak perlu dalam suatu organisasi karena merupakan
serangkaian kegiatan menyusun, menghubung-hubungkan, menjelaskan, menyatu
padukan orang-orang dalam pekerjaan dan aktifitas sehingga semua unit berjalan
secara terpadu dan harmonis guna mencapai tujuan bersama, dengan adanya

koordinasi dihindari terjadinya konflik, kesimpang siuran dalam melaksanakan
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kegiatan, serta perbedaan pendapat dalam pencapaian sasaran dan tujuan
organisasi. Pada hakekatnya organisasi adalah proses kerja sama yang saling

membantu dan menghargai atau menghayati tugas dan fungsi serta tanggung

koordinasi = ba auf ] patkan kesaratan,
kemacetan da san. K tuk meningkatkan

efisiensi dan e itas se ct rh ada rdinasi  adalah

lingkungan dinas-dinas u ; of: ak ragamnya yang

sering keliha ahwe , e asnya erlawanan antara

kehampaan tindakan.

Jadi koordinasi adalah usaha-usaha kegiatan-kegiatan tiap jabatan,
pimpinan dalam setiap tindakan hirarkis untuk menghimpun atau mengarahkan
atau menjuruskan kegiatan orang-orang (para spesialis), uang, material, bahan-

bahan, metode, mesin-mesin serta lainya guna mencapai tujuan dari pada
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organisasi secara efektif dan efisien. Tanpa adanya koordinasi, individu-individu
dan bagian-bagian tidak akan dapat melihat peran mereka dalam organisasi.

Tujuan dari koordinasi Menurut Malayu S.P (2003:86) ialah sebagai

berikut:

1. eng menyatukan s : emikiran ke

mereka antusias dalam melaksanakannya.
Menurut Malayu S.P (2003:86) terdapat 2 (dua) tipe-tipe koordinasi,

yaitu :
1. Koordinasi vertikal (Vertical Coordination) adalah kegiatan-kegiatan

penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-
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unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung

jawabnya.

2. Koordinasi horisontal (Horizontal Coordination) adalah mengkoordinasikan

unit-unit yang
ang lain saling
yang levelnya
ilakukan, karena

a pejabat yang sulit

yang melaksanakan kegiatan pembangunan antar dinas maupun antar pimpinan
dinas-dinas lain, seperti rapat staf, aparat kerja dan rapat pimpinan.

Koordinasi horisontal dimana Camat senantiasa berhubungan dengan
dinas-dinas lain yang dianggap ada kaitanya atau hubunganya dengan masalah-

masalah pembangunan yang dilaksanakan didalam wilayah kerjanya.
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Cara-cara mengadakan koordinasi yang baik menurut Malayu S.P (2003:88) ialah

dengan cara:

1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan

koordinator (Manajer) dalam rangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan
Asas Koordinasi adalah asas skala (scalar principle = hierarki) artinya
koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab
yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda-beda satu sama lain.

Tegasnya, asas hierarki ini bahwa setiap atasan (koordinator) harus
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mengkoordinasi bawahanya langsung. Masalah-masalah dalam koordinasi terjadi
akibat peningkatan spesialisasi yang akan menaikan kebutuhan koordinasi. Tetapi
semakin besar derajat spesialisasi, semakin sulit bagi pimpinan untuk
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus-dari satuan.yang berbeda. Hani
Handoko (2003: 197) mengungkapkan 4 (empat) tipe perbedaan dalam sikap dan
cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yaitu :

1. Perbedaan dalam™ orientasi terhadap tujuan tertentu. Para anggota dari
departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri
tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik

2. Perbedaan = dalam orientasi waktu. Pimpinan = produksi akan lebih
memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam
periode waktu pendek. Biasanya bagian penelitian dan pengembangan lebih
terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang.

3. Perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi
mukin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda untuk
mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan.

4. Perbedaan dalam orientasi. antar-pribadi. Kegiatan produksi memerlukan
komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar,
sedang bagian penelitian dan pengembangan mukin dapat lebih santai dan
setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan
yang lainnya.

Koordinasi hanya mungkin dilakukan apabila terdapat kesadaran dan

kesediaan sukarela dari individu-individu didalam unit organisasi yang memiliki
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pekerjaan yang saling bergantung. Dengan demikian dalam koordinasi dilakukan
hubungan 2 atau lebih individu atau unit organisasi, sehingga dalam koordinasi

sangat dibutuhkan peran komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang efektif

koordinas

pengertian

komunikan

alat yang penting bagi pimpinannya. Karena koordinasi bertujuan mempersatukan
tujuan yang akan dicapai, bahwa koordinasi itu dilaksanakan oleh pimpinan
organisasi. Sebagai koordinator pimpinan organisasi melaksanakan kegiatan untuk
menjamin bahwa suatu rencana dan tindakan telah terkoordinir.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG CAMAT

1. Pengertian Camat
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Definisi Camat vyaitu kepala pemerintahan daerah di bawah
bupati/walikota yang mengepalai kecamatan. Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa Camat adalah
pemimpin dan _koordinator «penyelenggaraan  pemerintahan diwilayah Kkerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas nya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari, Bupati-atau Walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan demikian maka secara sederhana menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, peran camat dapat didefinisikan
sebagai : “seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas
bupati/walikota” dalam = menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Pedoman tersebut
di atas hendaknya dapat dipakai oleh seorang camat sebagai manajer puncak di
organisasi kecamatan, karena peranan camat sangat penting dalam usaha
meningkatkan kinerja perangkat kecamatan yang diharapkan mampu memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kecamatan sebagal organisasi publik-yang dipimpin oleh seorang camat
mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan
desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai pimpinan harus
mengambil langkah-langkah atau aktifitas-aktifitas yang akan diambil dalam
membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa tersebut.

Camat menurut Bayu Suryaningrat (1981:2) adalah seorang yang

mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa
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atau Kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas
pemerintah. Seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah

kecamatan yaitu mengendalikan pembangunan. Dalam pasal 15 menurut

ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau
Kelurahan.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan
kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

a. Perizinan;
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b. Rekomendasi;

c. Koordinasi;

d. Pembinaan;

sebagaimana di ' (3), dan ayat (4) diatur
dengan Peraturan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Kecamatan,
pemerintah menugaskan Camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan
pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan
pembinaan tersebut meliputi :

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

desa dan Kepala Desa

39



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

b. Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan
administrasi desa dan Kepala Desa

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa

2. Camat mengkoordinasikan un a di wilayah kerja Kecamatan dalam

rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja

Kecamatan.

. Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di

lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan Kecamatan.
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Sedangkan Camat menurut Peraturan Pemerintah No 19 2008 pasal 28
menjelaskan tentang hubungan kerja Camat sebagai berikut :

1. Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota bersifat

partai 5 - ’
Kecam ; . * ’

atu Ci yan dilakukan oleh

dapat menye bagian-t ) agian-bagian yang

berbeda seh

baik agar apa yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

Kabupaten/kota. Camat adalah Perangkat daerah Kabupaten/kota sebagai kepala

wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Selain

menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas
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kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan

aktif membantu penyelenggaraan kegiatan Desa.

2. Tugas Dan Fungsi Camat

ecara ber ayaguna dan

man, 1995: 4).

L (Y

tugas umum

ABAL

17 tahun 2018 Tentang kecamatan dalam BAB Il pasal 10 menyatakan bahwa:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai
dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan
urusan pemerintahan umum

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
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- partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang

penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

2. pelaporan  pelaksanaan  penerapan dan  penegakan  peraturan
perundangundangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,

meliputi:
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1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang

melibatkan pihak swasta;

kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah

Kecamatan;
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4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

pasal 10 Ca ak pahkan oleh
Bupati/

1. Selain mela n tuga J q n.Pasal 10, camat

- objek perizinan berskala kecil,
- tidak memerlukan kgiian teknis yang kompleks; dan

- tidak memerlukan teknologi tinggi.

4. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui

pelayanan terpadu.
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5. Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

.

2
e

v
ot

sesuai ¢

Selain tugas dan pelayanan camat yang di jelaskan di atas, beberapa peran
yang dimiliki camat dalam menjalankan organisasi birokrasi antara lain:
1. Pengawasan

Pengawasan (controling) adalah salah satu fungsi organik manajemen.
Sebagai fungsi manajemen, pengawasan mengandung pengertian sebagai usaha

mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi
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kerja dan apa bila perlu menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan
sesuai dengan rencana-rencana. Pengawasan berarti melakukan sebuah proses

pengadilan terhadap tugas-tugas yang di kerjakan, pengendalian tersebut adalah

2. Koordinasi

Koordinasi (coordination) sebagai pencapaian usaha kelompok secara
teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Terkait dengan
hal-hal tersebut sebagai upaya untuk menyerasikan tugas bersama, tugas bagian-
bagian, guna mewujudkan tujuan keseluruhan.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diperinci unsur-unsur koordinasi

yaitu sebagai berikut:
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1. Koordinasi mengandung arti sebagai suatu proses atau kegiatan secara
terusmenerus tidak pernah berhenti.

2. Mengandung upayaatau kegiatan untuk menyerahkan, menyelaraskan

adalah usa atukar jiatan-kegia : kerja  (unit-unit)
organisasi, sehingga organisasi bergerak seba n.yang bulat guna

melaksanakan se 5 annya. Beliau lebih

yang berhasil dan berdaya guna (efektif dan efisien). Dengan adanya koordinasi
pembangunan tersebut diatas, maka rencana-rencana pembangunan yang
diusulkan tadi diharapkan dapat terlaksana dengan baik serta mengandung nilai
yang objektif, dengan demikian diperoleh suatu rencana pembangunan daerah

yang terarah, terpadu sesuai dengan pola pembangunan daerah.
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Jadi makna defenisi diatas menunjukkan usaha penyesuaian langkah dari
berbagai fungsi, sehingga efisiensi pencapaian tujuan dapat dicapai. Dalam bidang

pemerintahan dan pembangunan, pelaksanaan koordinasi diarahkan adanya

ras sama lain dalam

diatasnya

perizinan, r nendasi, koordinasi, pe asilitasi, penetapan,
penyelenggy:

Peli : ’ :‘- g ! Jerdasarkan  kriteria
ekternalitas eria pelimpahan
urusan peme | sebagai akibat
dari penyele dampak yang

ditimbulkan bersifa 3 AN _pemerintahan tersebut

urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat
diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan.
Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani oleh kecamatan, maka
urusan tersebut menjadi kewenangan camat.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 102, mengisyaratkan bahwa Camat wajib

49



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga

kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan tersebut, meliputi:

1. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;

13. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembag
kemasyarakatan; dan

14. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan

lembaga kemasyarakatan
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Apabila ditelusuri lebih mendalam makna koordinasi tersebut, maka
hakekat koordinasi yang aktif adalah senantiasa diarahkan pada tercapainya:

a) Kesamaan gerak dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan,

b) gal da da 3 pelaksanaan

c) Merupakan a pen 3 L nya dengan

al dari setiap

mengoordinasika yelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
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g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
dan/atau kelurahan;

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

pelaksanaan

i dibebankan

3. : ’ ksud pada ayat
| P
%
g pat pelimpahan
wewenang, hal '¢ ahun 2014 tentang

(1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali
kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota.

2. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai

dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada
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Kecamatan yang bersangkutan.

Begitu pentingnya peran sehingga dapat menentukan status kedudukan

seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat

ANAL ¢

v
g
o
=]
o
g

bangunan gedung dan fasilita ain yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi
(Grigg,1988 dalam Kodoatie,2005:8). Sementara itu adapun pengertian
prasarana menurut Jayadinata (1992 dalam Juliawan,2015:5) prasarana
merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan

arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan

tidak akansukses dan berjalandengan baik tanpa dukungan prasarana yang
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memadai, prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi
penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota

yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota. Dengan

utama te

lingkunga

mestinya, lé
berfungsin

mobilitas o

AaNARALNN
=

-
,"@;‘ :
a
LT

serta untuk
bersih, jarin
sampah untuk

pematusan (drainase

Fungsi  prasara adala 1ele dan mendorong
terwujudnya lingkungan permuk gkungan usaha yang optimal
sesuai dengan fungsinya, upaya memperbaiki lingkungan membutuhkan
keseimbangan antar tingkat kebutuhan masyarakat (Diwiryo,1996 dalam
Juliawan, 2015:6).

Dari pengertian tersebut dapat disederhanakan bahwa prasarana merupakan

kerangka dasar dari suatu sistem, kerangka dasar tersebut menjadi fasilitas umum

dan pelengkapan dasar fisik yang memungkinkan lingkungan untuk berfungsi
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sebagaimana mestinya, serta menjadi penentu keberhasilan daru suatu

perkembangan kota.

Sebagai salah satu konsep pola pikir di bawah ini diilustrasikan diagram

sesuai dengan yang direncanakan karena melibatkan berbagai sektor terkait
disalamnya. Penyediaan prasarana perkotaan bukan sekedar pemenuhan
kebutuhan dasar saja, tetapi juga untuk terselenggaranya fungsi kota dalam
konteks perkotaan. Dengan demikian infrastruktur perkotaan selain
berperan sebagai stimulus, juga berperan sebagai alat pengendalian

pemanfaatan ruang perkotaan.
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Ketersediaan prasarana berbagai jaringan yang menyatukan berbagai

wilayah secara nasional dan ketersediaan prasarana wilayah pada

kawasan-kawasan perbatasan mendukung aspek persatuan dan kesatuan.

masyarakat
barang ant

fungsi pelaye

tersebut menjadi ukuran tingka eraan masyarakat. Penyediaan
prasarana dan sarana umum merupakan tanggung jawab pemerintah karena
menyangkut hajat hidup orang banyak, baik untuk memenuhi kebutuhan

pokok sehari-hari maupun kebutuhan sekunder.

Tanggung jawab tersebut menyangkut penyediaan dan pengaturan

dalam pengelolaan prasarana dan sarana. Akan tetapi, tidak berarti bahwa
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pemerintah harus menyediakannya secara keseluruhan karena sebagian

tanggung jawab dapat diserahkan kepada pihak lain.

Penyediaan prasarana dan sarana umum tersebut antara lain

seperti
pengelolaa

dinas, dan
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BAB Il1

PEMBAHASAN

dari sebela ‘ iau. hi.merupakan kabupaten

yang memiliki‘p as an anggaran

belanja daera ity jugs Jpaten bengkalis

merupakan one5|a yang

berkaitan la internasional

o Sebelah Selatan berabatasan dengan Kabupaten Siak dan

KabupatenKepulauan Meranti.

e Sebelah Barat berbatasan denga kota dumai, Kabupaten Rokan

Hilir danKabupaten Rokan Hulu.

o Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Luas Kabupaten Bengkalis 7.793,93 Km, yang terbagi didalam 8
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Kecamatan dan 102 Desa atau Kelurahan. Dari ke 8 Kecamatan tersebut
adalah Kecamatan Bengkalis, dan Kecamatan Bantan yang terdapat dipulau

bengkalis, sedangkan Kecamatan RupatUtara terdapat di Pulau Rupat. Adapun

1atan Mandau dan

Tabel II: Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis menurut Kecamatan.

No Nama Kecamatan Ibu kota Jumlah Penduduk
1 | Bengkalis Bengkalis 78.571
2 | Bantan Selat baru 39.044
3 | Bukit batu Sungai pakning 32.840
4 | Siak kecil Lubuk muda 20.220
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5 | Mandau Duri 239.513

6 | Pinggir Pinggir 8.6535

7 Batu panjang 33.063

8
543.987]
Mandau
pendudukn

a. Lete

Keca
Kabupaten E
pemekaran (eca andau yang berada di
daratan Kabupaten ang: me ’ ) ilayah sebagai
berikut:
o t Batu dan kota Dumai

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu.
Sedangkan letak wilayahnya adalah terletak 0056,12° Lintang Utara -
1028,17°Lintang Utara dan 100056,10° Bujur Timur -101043,26° Bujur Timur.
Berdasarkan data Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Mandau merupakan

Kecamatan urutan ketiga yang paling besar di Kabupaten Bengkalis ini
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merupakan berdasarkan luas wilayah, yang pertama yaitu Kecamatan Pinggir
dan yang kedua yaitu Kecamatan Bukit Batu, luas wilayahnya Kecamatan

Mandau mencapai 937,47 Km.

"

AR,

=
1
v
ini
et

Visi Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis tergambarkan
dalam bentuk cara pandang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan
citra yang ingin diwujudkan, yaitu sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KECAMATAN BATHIN SOLAPAN SEBAGAI
PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, PARTISIPATIF DAN

BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
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DAN SUMBER DAYA MANUSIA”
Visi Kantor Camat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

mengandung makna sebagai berikut:

regulasi.
% Misi
Dalam mencapai visi tersebut diatas, maka misi Kecamatan Bathin
Solapan adalah melaksanakan roda pemerintah yang transparan dengan
melibatkan lapisan masyarakat melalui koordinasi dalam rangka memberikn
pelayanan public yang penuh tanggung jawab sesjuai dengan aturan yang
berlaku yang ditandai dengan misi Kecamatan Bathin Solapan sebagai berikut:

a. Mengoptimalakan pengelolaan kecamatan yang transparan
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b. Meningkatkan koordinasi dengan semua lapisan masyarakat

c. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan penuh tanggung jawab

sesuai dengan peraturan yang berlaku

Poliklinik/Balai Pengobata

Apotek 5 Unit
Posyandu 6 Unit
Toko Obat 3 Unit
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter 5 Unit
Rumah Bersalin 5 Unit
Balai Kesehatan Ibu Dan Anak 6 Unit
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2. Desa Simpang Padang

Jumlah

Puskesmas Pembantu

Apotek

Posyandu

Toko Obat

Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter 1 Unit
Rumah Bersalin 1 Unit
Balai Kesehatan Ibu Dan Anak Unit
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4. Desa Balai Makam Jumlah
Puskesmas Pembantu Unit
Poliklinik/Balai Pengobatan Masyarakat Unit

Puskesmas

Poliklinik/Ba

Apotek

Posyandu

Toko Obat

Rumah Bersalin

Balai Kesehatan Ibu Dan Anak
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6. Desa Air Kulim

Jumlah

Puskesmas Pembantu

Poliklinik/Balai Pengobatan Masyarakat

Puskesmas

Poliklinik/Ba

Apotek

Posyandu

Toko Obat

Rumah Bersalin

Balai Kesehatan Ibu Dan Anak
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8. Desa Petani

Jumlah

Puskesmas Pembantu

Poliklinik/Balai Pengobatan Masyarakat

Puskesmas

Poliklinik/Ba

Apotek

Posyandu

Toko Obat

Rumah Bersalin

Balai Kesehatan Ibu Dan Anak
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10. Desa Bathin Sobanga Jumlah
Puskesmas Pembantu 1 Unit
Poliklinik/Balai Pengobatan Masyarakat 1 Unit

Puskesmas

Poliklinik/Ba

Apotek

Posyandu

Toko Obat

Rumah Bersalin

Balai Kesehatan Ibu Dan Anak

68




nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

12. Desa Kasumbo Ampai Jumlah
Puskesmas Pembantu Unit
Poliklinik/Balai Pengobatan Masyarakat Unit

Puskesmas

Poliklinik/Ba

Apotek

Posyandu

Toko Obat

Rumah Bersalin

Balai Kesehatan Ibu Dan Anak
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PRASARANA PENDIDIKAN

. Desa Tambusai Batang Dui

e Gedung SMA/Sederajat

e Gedung SMA/Sederajat
e Gedung SMP/Sederajat
e Gedung SD/Sederajat

e Gedung Sekolah TK

. Desa Buluh Manis

e Gedung SD/Sederajat

Unit

Unit

Unit

Unit

3 Unit
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Gedung Sekolah TK

Lembaga Pendidikan Agama

. Desa Petani

Gedung Sekolah TK

. Desa Sebangar

Gedung SMA/Sederajat
Gedung SMP/Sederajat
Gedung SD/Sederajat

Gedung Sekolah TK

2 Unit

Unit

3 Unit

3 Unit
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10. Desa Bumbung

Gedung SMA/Sederajat

Gedung SMP/Sederajat

‘g&‘

Gedung Sekolah T

Perpustakaan Desa

13. Desa Pamesi

Gedung SMA/Sederajat
Gedung SMP/Sederajat
Gedung SD/Sederajat

Gedung Sekolah TK

e |

12 Unit

1 Unit

2 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit
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e Perpustakaan Desa

e Gedung Bermain Anak

e Lembaga Pendidikan Agama

e Gedung Musholla
e Gedung Gereja
5. Desa Buluh Manis
e Gedung Mesjid
e Gedung Musholla

e Gedung Gereja Protestan

Unit

Unit

7 Unit

10 Unit

1 Unit
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e Gedung Gereja Katolik

6. Desa Petani

e Gedung Gereja Katolik

e Gedung Gereja Protestan
10. Desa Bumbung

e Gedung Mesjid

e Gedung Musholla

e Gedung Gereja Katolik

1 Unit

8 Unit

4 Unit

5 Unit
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Tabel IV: Jumlah Prasarana

e Gedung Gereja Protestan : 5 Unit

11. Desa Kesumbo Ampai

e Gedung Mesjid : 6 Unit

N
U

ecamatan Bathin Solapan

No Desa Sarana Jumlah
1 Desa Tambusai Batang Dui Olahraga 25

2 Desa Simpang Padang Olahraga 3

3 Desa Pematang Obo Olahraga

4 Desa Balai Makam Olahraga
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5 Desa Petani Olahraga -
6 Desa Buluh Manis Olahraga 6
7 Desa Air Kulim Olahraga 10
8

9

10

11

12

13

Solapan Kab
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C. Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan

umum pemerintahan di wilayat :‘ an Ll /a tugas atributif dalam
bidang koordinasi pemerinta ada grintah di wilayah

kecamatan, elengga Ketenteraman da i & gakan peraturan

Adapun peran Camat kecamatan Bathin Solapan dalam
mengoordinasikan pemeliharaan  prasaranadan fasilitas pelayanan umum

meliputi:

a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau
instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana

dan fasilitas pelayanan umum;
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b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

silitas  yang

menunjang
pelayanan mata, dengan
adanya fasili € : a k apat berjalan
dengan bai itas pelayanan
umum di Kecamatan B3 solapan felah . tersohlie Un belum lengkap,
dalam pemeliharaannya cz 3 ’ raan soaial dan

budaya. Un s era ama ersebut  penulis,

masyarakat.

Selain itu Adapun faktor peghambat peran camat mengkoordinasikan
sarana dan prasarana yaitu:
1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan
beban tugas;

2. Adanya moratorium, mutasi pegawai yang tidak diiringi penggantian
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personil, sementara terdapatpelimpahan kewenangan yang begitu banyak,

termasuk pembangunan fisik tetapi tidak ada tenaga teknis;

. Peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif;
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kecamatan Bathin Solapan ya

maka pe
:E 1. Pera n prasarana
-
"g alis yaitu
W
s o rah dan/atau
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B = ng pemeliharaan
& =5
= 2
E. = b. pelaksanaan
< &
e =
z =
o T
E’ = C. ilitas pelayanan
) =
@ 2
~olll
E = 2. Adapun g : ot Camat dalam
E mengkoordinasikan arana pelayanan umum di
o
=

a.

Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan
beban tugas;

Adanya moratorium, mutasi pegawai yang tidak diiringi penggantian
personil, sementara terdapat pelimpahan kewenangan yang begitu
banyak, termasuk pembangunan fisik tetapi tidak ada tenaga teknis;

Peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif;
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d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi; dan

e. Semakin tingginya tuntutan pelayanan Masyarakat.

B. SARAN
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